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PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG
Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan
yang komprehensif dan terpadu serta menjamin
ketersediaan arsip yang autentif, utuh, terpercaya dan
mudah sebagai satu keutuhan informasi, diperlukan
jadwal retensi arsip untuk pemindahan, pemusnahan
dan penyerahan arsip;

b. bahwa regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya
mengakomodasi kebutuhan hukum dan organisasi
sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah
wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan
oleh pimpinan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi
Arsip Pemerintah Daerah,;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Republik Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 6856);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukun
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Wajo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Wajo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang
menjadi kewenangan daerah.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.

Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang
wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA
adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka
waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai
kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan
sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.



Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya
disebut JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis
Arsip Substantif beserta jangka waktu
penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya
dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip
substantif.

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif yang selanjutnya
disebut JRA Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis
arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya
sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai
pedoman penyusutan arsip fasilitatif.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah dalam hal penyimpanan Arsip;
sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan
Arsip; dan

menunjang kelancaran penataan berkas dalam
penemuan kembali Arsip.

Pasal 3

JRA disusun dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mewajibkan
Arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu serta
yang mengatur daluwarsa penuntutan hukum dan
kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. JRA Substantif; dan

b. JRA Fasilitatif.

JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
jenis Arsip, Retensi Arsip dan keterangan.

JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a.

Peraturan Bupati Wajo Nomor 119 Tahun 2017
tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan
Pertanian, Urusan Perikanan, Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Ketenagakerjaan
dan Ketransmigrasian, Urusan Perencanaan dan
Pembangunan, Urusan  Perpustakaan, Urusan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Urusan Kesehatan,
Urusan pendidikan dan Kebudayaan, Urusan
Kearsipan, Urusan Penanaman Modal, Urusan
Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan
Perdagangan, Urusan Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Wajo;

Peraturan Bupati Wajo Nomor 83 Tahun 2018 tentang
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian
Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara, Fungsi
Keuangan dan Fungsi Non Keuangan dan Non
Kepegawaian serta Pedoman Pelaksanaannya
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo; dan
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C.

Peraturan Bupati Wajo Nomor 193 Tahun 2019
tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif Urusan
Perhubungan, Urusan Penanggulangan Bencana,
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Urusan Sosial, Urusan Persandian, Urusan
Statistik, Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan
Kependudukan dan Perlindungan Anak, Urusan
Kepemudaan dan Olahraga, dan Urusan Pengadaan
Di lingkungan Pemerintah Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 20 Desember 2024

Pj. BUPATI WAJO,
Ttd
ANDI BATARALIFU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

etariat Daerah Kab. Wajo
Qlé Bagian Hukum,
(2
£
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A Bhvira Fajarwati P. S.H
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